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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 

Dalam proses pemeriksaan perkara, terhadap 1 (satu) barang, dapat 

dikenakan sita oleh 2 (dua) perkara yang sedang jalan bersamaan, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP yang menjelaskan bahwa barang yang 

berada dalam sitaan karena perkara perdata dapat juga disita untuk kepentingan 

penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana. Berdasarkan ketentuan 

tersebut, maka perkara pidana dapat meminjam barang sitaan perkara perdata 

untuk dijadikan alat bukti dalam perkara pidana. Ketentuan tersebut hanya 

membenarkan perkara pidana meminjam barang sitaan perkara perdata, bukan 

berarti barang sitaan tersebut menjadi milik perkara pidana. Maka, setelah proses 

pemeriksaan perkara pidana tersebut selesai, barang sitaan tersebut harus 

dikembalikan kepada perkara perdata. 

Setelah proses pemeriksaan kedua perkara tersebut selesai, dan keduanya 

telah mencapai putusan yang berkekuatan hukum tetap, dapat terjadi kedua 

putusan tersebut membutuhkan barang sitaan yang sama untuk melaksanakan isi 

putusan. Maka, terjadi benturan antara putusan perkara pidana dan putusan 

perkara perdata. Hal tersebut diselesaikan dengan menggunakan teori hukum 

pidana adalah hukum publik dan hukum perdata adalah hukum privat. Hukum 

pidana sebagai hukum publik, di dalamnya terdapat kepentingan publik atau 

kepentingan masyarakat luas, dan bahkan negara. Sedangkan hukum perdata 

sebagai hukum privat, di dalamnya terdapat kepentingan privat atau kepentingan 

orang perorangan. Namun, sesungguhnya dalam perkara perdata juga dapat terjadi 

terdapat kepentingan umum. Sehingga tidak dapat dikatakan putusan perkara 

manakah yang didahulukan, tetapi harus terlebih dahulu dilihat dimana letak 

kepentingan publik, walaupun kepentingan publik akan selalu ada dalam perkara 

pidana, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa putusan perkara pidana yang 

diutamakan dan putusan perkara perdata selalu menjadi pilihan kedua, karena 

perkara perdata yang mengandung unsur kepentingan publik juga harus 

dipertimbangkan. 
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Kepentingan publik dalam suatu putusan harus diutamakan dan 

didahulukan pelaksanannya dibandingkan dengan kepentingan privat. Dalam 

perkara pidana khusus, kepentingan publik dapat terlihat dengan jelas seperti 

dalam kasus tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara. Namun, 

dalam perkara pidana umum sesungguhnya secara tidak langsung juga terdapat 

kepentingan umum, dimana salah 1 (satu) tujuan dari pemidanaan pelaku 

kejahatan adalah menjaga dan memelihara tatanan masyarakat. Maka, dengan 

dilakukannya tindak pidana oleh pelaku kejahatan, dapat diartikan pelaku tersebut 

juga menciderai tatanan masyarakat. Sehingga cakupan dari kepentingan umum 

adalah masyarakat luas, yang kedudukannya akan selalu lebih diutamakan 

dibandingkan dengan kepentingan orang perorangan atau para pihak. 

Hal tersebut sejalan dengan asas keadilan menurut Jeremy Benthan dan 

John Stuart Mill dalam teori utilitarianisme, “the greatest good for the greatest 

number”. Ungkapan tersebut memberikan arti bahwa kebaikan terbesar sebaiknya 

ditujukan kepada sebagian besar orang, atau adil menurut Jeremy Bentham dan 

John Stuart Mill adalah apabila menguntungkan paling banyak  pihak. 

Berdasarkan teori tersebut apabila kepentingan masyarakat luas disandingkan 

dengan kepentingan para pihak, maka dapat dikatakan adil apabila kepentingan 

masyarakat luas itulah yang diutamakan. Hal tersebut juga sejalan dengan asas 

perlindungan oleh negara, dimana berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi segenap bangsa, termasuk 

rakyatnya. Sehingga, apabila terjadi benturan antara kepentingan publik dan 

kepentingan privat, maka kepentingan publik yang harus diutamakan. 

Perlindungan hukum terhadap pihak yang beritikad baik dalam perkara 

perdata sudah terjamin kepastiannya. Namun ketika disandingkan dengan perkara 

pidana, perlindungan hukum tersebut menjadi tidak dapat dipastikan karena dalam 

perkara pidana, akan selalu terdapat kepentingan publik, dimana kepentingan 

publik itulah yang akan selalu diutamakan dibandingkan dengan kepentingan 

privat yang ada dalam perkara perdata. Dalam hal ini, kepentingan pihak dalam 

perkara perdata yang britikad baik akan diutamakan setelah putusan perkara 

pidana dilaksanakan dan masih terdapat sisa uang untuk memenuhi tuntutan pihak 

dalam perkara perdata. 
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 Benturan pelaksanaan antara putusan pidana dengan putusan perdata 

sesungguhnya dapat membuat seluruh proses pemeriksaan perkara yang telah 

dilalui menjadi tidak berarti, terlebih dalam perkara perdata, dimana para pihak 

dalam melaksanakan hubungan keperdataan selalu didasarkan atas itikad baik. 

Maka untuk menghindari persoalan ini, dapat dicegah dengan menghentikan salah 

1 (satu) proses pemeriksaan perkara, tepatnya perkara pidana, yaitu dengan 

mencerapkan prejudicieel geschil yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 4 Tahun 1980. Peraturan tersebut menegaskan bahwa dalam hal terdapat 

perkara perdata dan pidana yang jalan secara bersamaan, maka hakim dapat 

menangguhkan pemeriksaan perkara pidana untuk menunggu adanya putusan 

hakim perkara perdata mengenai persengketaan, atau dengan kata lain menunggu 

ketentuan perdata diputus terlebih dahulu sebelum dipertimbangkan penuntutan 

pidana. Dengan menerapkan prejudicieel geschil, maka tidak akan terjadi 

benturan pelaksanaan putusan yang berekuatan hukum tetap terhadap barang 

sitaan yang sama. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang 

ditujukan bagi pelaksanaan 2 (dua) putusan yang berkekuatan hukum tetap 

terhadap barang sitaan yang sama, yaitu: 

a. Membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) untuk mengisi 

kekosongan yang terjadi terkait dengan benturan kepentingan antara 

putusan perkara pidana dan putusan perkara perdata yang telah 

berkekuatan hukum tetap terhadap barang sitaan yang sama, yang 

mengatur secara tegas bahwa putusan yang akan diutamakan 

pelaksanannya adalah putusan yang memuat kepentingan publik. 

Pembentukan PERMA ini dilakukan berdasarkan Pasal 79 Undang – 

Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang mahkamah Agung, dimana 

ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung 

untuk membuat peraturan sebagai pelengkap apabila terjadi kekosongan hukum 

dalam jalannya peradilan. Pembentukan PERMA ini dilakukan karena untuk 

menambah ketentuan ke dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana 

atau Kitab Undang -Undang Hukum Acara Perdata memerlukan waktu yang 

lama, karena semua ketentuan di dalamnya harus di revisi. 
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b. Dalam beracara di pengadilan, dikenal adanya e-court Mahkamah Agung 

yang digunakan untuk pendaftaran perkara, pembayaran, dan pemanggilan 

secara online. Namun, belum ada sistem terpadu terkait barang bukti. 

Dengan adanya sistem ini, maka pengadilan maupun para pihak yang 

berperkara dapat melihat daftar barang bukti yang sedang dalam sita, 

sehingga dapat diketahui bisa atau tidak bisa barang bukti tersebut 

digunakan kembali untuk perkara lainnya. 

c. Meningkatkan koordinasi internal antara hakim perkara pidana dan hakim 

perkara perdata terkait perkara yang membutuhkan barang sitaan yang 

sama, karena terhadap perkara tersebut terdapat kemungkinan bahwa 

putusan keduanya membutuhkan barang sitaan tersebut untuk menjalankan 

putusannya.  

Koordinasi ini dilakukan dengan cara pembentukan peraturan  internal  

hakim
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